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ABSTRACT 

 

Digital transformation in land administration is a strategic effort by the 

government to improve efficiency and legal certainty. One form of implementation 

is the electronic certificate program replacing analog certificates. The Land 

Office of Buleleng Regency has been designated as one of the offices 

implementing this system through priority services. This study aims to describe 

the implementation of the electronic certificate program, identify internal and 

external factors, and formulate appropriate strategies to support its success.  

The research uses a descriptive qualitative method, with data collection 

techniques through interviews, observations, and documentation studies, and is 

analyzed using a SWOT analysis associated with the 5M element approach (Man, 

Money, Machine, Material, and Method). 

The research results show that the program has been implemented through 

four priority services, but still faces obstacles such as limited human resources, 

invalid data due to the 1999 archive fire, and technical barriers. A SWOT 

analysis revealed strengths in human resource readiness and regulatory support, 

as well as opportunities from cross-agency collaboration and increased digital 

literacy among young people. The formulated strategies include strengthening 

human resource capacity, optimizing electronic systems, integrating data between 

agencies, and improving public education. This strategy is expected to strengthen 

program implementation more effectively and sustainably. 

 

Keywords: Electronic Certificate, Land Digitalization, Strategy, SWOT, 5M, 

Buleleng Land Office 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk 

mengatur pertanahan, salah satunya adalah Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum utama 

dalam sistem pertanahan di Indonesia. UUPA bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah guna kepentingan masyarakat secara luas (Harsono, 

2003).  

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, negara dapat menentukan 

macam-macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Muhammad, 

2019). Hak atas tanah di Indonesia berakar dari kebutuhan akan kepastian 

hukum dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Untuk menjamin 

perlindungan hukum bagi pemilik tanah, UUPA mewajibkan pemerintah 

untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia 

(Poniskori, 2017). Perolehan hak atas tanah ini perlu didaftarkan ke Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertipikat sebagai bukti 

hukum kepemilikan yang sah. Proses pendaftaran tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Alimuddin, 2021).  

Tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

Undang-Undang Pokok Agraria dan diperjelas dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah untuk menjamin kepastian hukum 

dalam sektor pertanahan. Kepastian hukum ini mencakup kejelasan 

mengenai letak, batas, dan luas tanah, status kepemilikan tanah, serta 

identitas pemegang hak, yang dibuktikan melalui penerbitan sertipikat 

tanah (Manthovani, 2017). Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengenal 2 (dua) bentuk 

pendaftaran yaitu, pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran 

tanah secara sistematik (Azisah dkk., 2024). Setelah tanah didaftarkan, alat 

bukti fisik diperlukan untuk membuktikan kepemilikan tanah sebelum 

sertipikat diterbitkan. Alat bukti ini mencakup data fisik yang 

menunjukkan batas-batas tanah, luas tanah, dan letaknya. Dokumen-

dokumen ini menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam 

menerbitkan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun, 

hingga saat ini, mayoritas sertipikat tanah yang diterbitkan masih dalam 

bentuk sertipikat analog (fisik).  

Sertipikat analog merupakan sertipikat tanah yang diterbitkan 

dalam bentuk dokumen fisik (kertas) dan menjadi alat bukti kepemilikan 

yang sah. Namun, keberadaan sertipikat tanah analog masih memiliki 

berbagai kelemahan, seperti rentan terhadap kerusakan, pemalsuan, dan 

administrasi yang tidak efisien. Untuk mengatasi berbagai kelemahan 

tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan transformasi digital 

dalam sistem pertanahan dengan mengadopsi sertipikat elektronik. 

Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 3 Tahun 

2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran 

Tanah. Sertipikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan 

sertipikat analog, diantaranya yaitu, keamanan lebih tinggi, mengurangi 

risiko kerusakan dan kehilangan, efisiensi dalam administrasi, aksesibilitas 

yang lebih baik, mengurangi sengketa tanah. Sistem ini tidak hanya 

memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, tetapi juga meningkatkan 

efisiensi pelayanan dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.  

Sebagai bagian dari program nasional, Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah 

menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia untuk mulai 

melaksanakan program sertipikat elektronik. Digitalisasi ini diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta transparansi dalam 
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administrasi pertanahan. Salah satu kantor yang telah menerapkan 

kebijakan digitalisasi pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Buleleng. Kantor ini memiliki pengalaman yang unik dalam manajemen 

arsip, dimana  pada tahun 1999 terjadi kebakaran yang mengakibatkan 

hilangnya sebagian besar dokumen pertanahan fisik. Dokumen penting 

seperti warkah, buku tanah, surat ukur, peta bidang, hingga data hak 

tanggungan ikut terbakar, sehingga tidak ada lagi bukti fisik kepemilikan 

tanah yang tersisa. Akibatnya, pelayanan pertanahan sempat terhenti dan 

proses rekonstruksi data harus dilakukan dari awal melalui pengukuran 

ulang, pencarian data pendukung dari masyarakat dan pihak desa, serta 

koordinasi dengan PPAT/Notaris. Kehilangan arsip ini menjadi salah satu 

kendala utama dalam pelaksanaan program sertipikat elektronik di 

Buleleng hingga saat ini. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting akan 

urgensi penerapan sistem penyimpanan berbasis digital yang lebih aman 

dan berkelanjutan. Penerapan program sertipikat elektronik menjadi solusi 

ideal untuk meminimalkan risiko kehilangan akibat bencana fisik, karena 

data disimpan dalam sistem elektronik terpusat dan dilindungi dengan 

keamanan digital seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan hash 

code. 

Kabupaten Buleleng juga telah mendeklarasikan diri sebagai 

Kabupaten Lengkap, yaitu seluruh bidang tanah telah terdaftar dan masuk 

ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Status ini menjadi modal 

penting dalam mendukung transformasi digital pertanahan, khususnya 

dalam pelaksanaan 7 layanan prioritas pertanahan yang ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri ATR/KBPN Nomor 440/SK-HR.02/III/2023. Dari 

ketujuh layanan prioritas, terdapat empat layanan yang menghasilkan 

sertipikat elektronik, yaitu roya, hak tanggungan elektronik, peralihan hak, 

serta perubahan Hak. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng mulai 

melaksanakan layanan elektronik pada 19 Februari 2024 secara bertahap 

serentak se-provinsi Bali, sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN 

Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan 
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Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen 

Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Jumlah 

permohonan yang diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 

selama masa transisi menuju layanan elektronik dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Jumlah permohonan 7 Layanan Prioritas 

No Layanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt 

1 
Pengecekan 

Sertipikat 
1681 1104 1115 1761 2389 2186 2190 2211 1680 2071 

2 SKPT 77 39 50 46 50 40 112 79 110 64 

3 
Pendaftaran 

SK 
4 6 5 8 3 3 0 3 1 2 

4 HT-el 644 401 323 337 384 349 532 434 290 473 

5 Roya 213 131 63 90 184 169 183 152 101 207 

6 
Peralihan 

Hak 
902 498 219 431 694 944 979 919 760 1102 

7 
Perubahan 

Hak 
8 5 9 16 15 32 9 13 7 10 

Total 32.322 

Sumber: Dashboard KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, 2024. 

Berdasarkan data permohonan yang tercatat dari bulan Januari 

hingga Oktober 2024, terlihat bahwa jumlah permohonan layanan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng mengalami tren yang cenderung 

fluktuatif namun secara umum menunjukkan peningkatan. Peningkatan 

permohonan pada masa transisi mencerminkan respons positif masyarakat 

terhadap layanan elektronik, sekaligus menunjukkan bahwa adaptasi 

terhadap sistem digital mulai berjalan meskipun bertahap. Namun dalam 

pelaksanaannya, pada proses mendigitalisasi masih dihadapkan dengan 

beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses validasi 

data akibat peristiwa kebakaran kantor di masa lalu. Kebakaran tersebut 

menyebabkan riwayat dokumentasi menjadi tidak lengkap, sehingga 

banyak data dinyatakan tidak valid. Selain itu, meskipun masyarakat 

merespons dengan positif  akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat untuk 

beralih ke sertipikat elektronik masih rendah, akibat minimnya sosialisasi, 
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serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan 

keabsahan dokumen elektronik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

pelaksanaan program sertipikat elektronik, dimana keberhasilannya sangat 

bergantung pada sinkronisasi data, pemeliharaan yang berkelanjutan, dan 

penerimaan publik terhadap transformasi layanan. 

Untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, diperlukan 

analisis yang komprehensif. Salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah analisis SWOT, yang digunakan sebagai metode untuk menilai 

faktor-faktor utama dalam sebuah perusahaan. Metode ini menilai kondisi 

berdasarkan empat aspek utama, yaitu strengths (kekuatan), weaknesses 

(kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman). Selain itu, 

penerapan lima unsur manajemen dapat membantu dalam menyusun 

strategi yang lebih efektif guna memperlancar pelaksanaan program 

sertipikat elektronik di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, 

pelaksanaan program sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Buleleng 

diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan dirumuskan sebagai bahan 

penulisan skripsi yang mengangkat judul “Strategi Pelaksanaan 

Program Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Buleleng”, 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program sertipikat elektronik di Kantor 

Pertanahan Buleleng? 

2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaan 

program sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Buleleng?  

3. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan program sertipikat elektronik 

di Kantor Pertanahan Buleleng? 

 

 

 



6 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program sertipikat elektronik di 

Kantor Pertanahan Buleleng; 

2. Untuk mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal dalam 

pelaksanaan program sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Buleleng; dan 

3. Untuk mendeskripsikan strategi pelaksanaan program sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Buleleng; 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam segi 

akademis, sosial, maupun praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan akademis yaitu dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik di bidang transformasi digital dalam 

pelayanan publik, khususnya sertipikat elektronik; 

2. Kegunaan sosial yaitu dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai manfaat sertipikat elektronik, seperti 

peningkatan keamanan data, kemudahan akses, serta efisiensi dalam 

pengurusan dokumen pertanahan. Dengan adanya informasi yang 

jelas, diharapkan masyarakat lebih siap dalam menerima dan 

memanfaatkan layanan sertipikat elektronik; dan 

3. Kegunaan praktis yaitu dapat digunakan oleh Kementerian ATR/BPN 

dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai bahan evaluasi 

dalam mengoptimalkan strategi pelaksanaan program sertipikat 

elektronik. 

 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian difokuskan pada empat layanan prioritas yang 

menghasilkan output sertipikat elektronik, yaitu Roya, Hak Tanggungan 

Elektronik, Peralihan Hak, dan Perubahan Hak. Empat layanan prioritas 

tersebut telah diterapkan secara elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Buleleng.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan program sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan dengan baik melalui 

layanan prioritas seperti Roya, Hak Tanggungan Elektronik (HT-

el), Peralihan Hak, dan Perubahan Hak. Meskipun terdapat progres 

positif, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan. 

2. Faktor Internal dan Eksternal 

Berdasarkan analisis SWOT, pelaksanaan program 

memiliki kekuatan berupa dukungan pimpinan, koordinasi antar 

seksi, serta kesiapan petugas yang sudah terlatih menggunakan 

sistem elektronik. Peluang juga terbuka melalui dukungan 

PPAT/Notaris, potensi integrasi data lintas instansi, serta literasi 

digital masyarakat muda. Namun demikian, terdapat kelemahan 

internal dan ancaman eksternal, seperti kurangnya SDM, gangguan 

teknis, serta resistensi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dan 

keraguan terhadap keamanan sertipikat elektronik. 

3. Strategi Pelaksanaan 

Peneliti merumuskan strategi pelaksanaan program yang 

tepat dengan pendekatan SWOT dan 5M, menghasilkan strategi 

SO, ST, WO, dan WT. Strategi tersebut seperti, optimalisasi sistem 

layanan elektronik, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan 

dukungan pemerintah desa dan lintas instansi, serta edukasi digital 

masyarakat secara berkelanjutan. Strategi ini diharapkan dapat 

memperkuat pelaksanaan program sertipikat elektronik agar lebih 

efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang. 
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B. Saran 

1. Untuk Kementerian ATR/BPN 

Perlu terus memperkuat dukungan kebijakan, keamanan 

data dan alokasi anggaran yang proporsional untuk kantor-kantor 

pertanahan yang berada dalam masa transisi digital. Selain itu, 

penting untuk mengembangkan sistem aplikasi yang lebih stabil 

dan ramah pengguna serta memperluas pelatihan berbasis teknologi 

kepada SDM di seluruh level, termasuk PPAT dan perangkat desa. 

2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 

Disarankan untuk terus meningkatkan validasi data secara 

menyeluruh dengan metode zonasi sekitar bidang permohonan, 

serta memperluas pelaksanaan inovasi BELAYAG yang 

mengintegrasikan sosialisasi sertipikat elektronik dengan program 

PTSL dalam satu kegiatan. Evaluasi berkala terhadap hambatan 

teknis dan sumber daya harus dilakukan secara sistematik agar 

pelaksanaan lebih efisien. Disarankan untuk terus melakukan 

sosialisasi yang berbasis digital berbiaya rendah seperti infografis, 

video pendek, dan pemanfaatan media sosial. Kantor juga 

diharapkan menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan untuk 

memperluas jangkauan edukasi masyarakat mengenai manfaat 

sertipikat elektronik. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya: 

Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke aspek 

efektivitas jangka panjang sertipikat elektronik.Penelitian ini dapat 

menjadi dasar pengembangan studi lanjutan dengan fokus pada 

efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan kepuasan 

layanan publik atau melakukan evaluasi sistem keamanan digital 

pada sertipikat elektronik. Peneliti juga dapat memperluas lokasi 

studi untuk melihat perbandingan strategi antar Kantor Pertanahan 

di daerah lain. 
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